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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen 

utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta 

penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang‑Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum. Artinya, setiap tindakan negara dan warga negara harus 

berlandaskan hukum, termasuk tindakan yang berkaitan dengan penegakan 

hukum pidana.  

Sistem hukum pidana tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi 

juga menjamin keamanan dan ketertiban umum melalui pengaturan sanksi 

terhadap perbuatan‑perbuatan yang merugikan orang lain dan masyarakat secara 

luas. 

Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan norma dan 

sekaligus memberikan reaksi sosial atas pelanggaran norma tersebut. Hukum 

pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur dasar‑dasar norma 

untuk menentukan suatu perbuatan dilarang, dilengkapi dengan ancaman pidana 

bagi pelaku yang melanggar larangan tersebut.1Dengan demikian, hukum pidana 

                                                             
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 59. 
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menjadi instrumen penting dalam memberikan sanksi terhadap tindak pidana 

yang membahayakan nilai hukum tertinggi, yaitu nilai kehidupan dan keamanan. 

Salah satu bentuk tindak pidana yang paling serius adalah perbuatan yang 

menghilangkan nyawa manusia. Pembunuhan merupakan tindakan yang 

merampas hak hidup yang dilindungi oleh hukum. Karenanya, hukum pidana 

Indonesia membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. 

Pembunuhan berencana diatur secara khusus dalam Pasal 459 Kitab 

Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP). 

 Ketentuan tersebut menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan 

dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan 

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua 

puluh tahun.  

Pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap 

nyawa yang memiliki tingkat keseriusan tinggi dalam hukum pidana. Perbuatan 

ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan 

tindakan tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu.  

Adanya unsur perencanaan menunjukkan bahwa pelaku memiliki 

kesempatan untuk mempertimbangkan secara matang mengenai perbuatannya 

sebelum tindakan tersebut dilakukan. 2Oleh karena itu, pembunuhan berencana 

                                                             
2 Hafid, A. Kajian Hukum Tentang Pembunuhan Berencana. Jakarta, 2015. hal 25 
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dipandang sebagai perbuatan yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan 

biasa karena terdapat unsur kesengajaan yang disertai persiapan sebelumnya.3 

Unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan menjadikan tindakan 

tersebut lebih tercela secara hukum karena menunjukkan adanya niat yang 

matang sebelum perbuatan dilakukan. Unsur perencanaan dalam pembunuhan 

berencana mencerminkan bahwa pelaku menyediakan waktu untuk memikirkan 

dan mematangkan niatnya, sehingga tingkat kesalahan atau dolusnya tergolong 

paling tinggi dibanding tindak pidana pembunuhan biasa4.  

Karena itu, ancaman pidana terhadap pembunuhan berencana jauh lebih 

berat dan dapat mencakup pidana mati. Pidana mati merupakan pidana paling 

berat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Penerapan pidana mati bagi 

pelaku tindak pidana tertentu kerap menimbulkan debat hukum dan moral yang 

kompleks. Sebagian pihak berargumen bahwa pidana mati diperlukan untuk 

memberikan efek jera maksimal dan memberikan rasa keadilan kepada korban 

dan Masyarakat. Di sisi lain, kritik dari perspektif hak asasi manusia 

menunjukkan bahwa pidana mati dapat bertentangan dengan hak untuk hidup 

yang merupakan hak asasi yang paling fundamental. Pandangan ini semakin 

diperkuat dengan adanya tren global terhadap penghapusan pidana mati di 

banyak negara. Pidana mati merupakan pidana yang sangat khusus karena 

                                                             
3 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Nyawa dan Tubuh (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 

80. 
4 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, Jakarta: kencana, 2010, hal. 108. 
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menyangkut penghilangan nyawa seseorang melalui putusan pengadilan, 

sehingga penerapannya harus dilakukan dengan kehati‑hatian dan pertimbangan 

hukum yang matang oleh hakim agar tidak memunculkan ketidakadilan baru.5 

Penjatuhan pidana mati tidak boleh dilakukan semata karena tuntutan umum atau 

tekanan moral sosial, melainkan harus melalui kajian yuridis yang mendalam. 

Dalam sistem peradilan pidana, asas pembuktian yang sah menjadi salah satu 

prinsip utama untuk menjamin putusan yang adil dan sesuai ketentuan hukum. 

Menurut Pasal 235 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025, hakim hanya 

diperkenankan menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah, yang 

meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta 

keterangan terdakwa. Ketentuan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai 

kebenaran suatu perkara, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana, 

sehingga setiappertimbangan dalam menjatuhkan pidana harus merujuk pada alat 

bukti yang telah diatur oleh undang-undang tersebut. 

Proses peradilan pidana di Indonesia memberi ruang bagi hakim untuk 

menimbang fakta kasus, bukti, serta keadaan yang memberatkan dan 

meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang terdakwa. 

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus mempertimbangkan tiga aspek 

utama, yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis sehingga putusan 

                                                             
5 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2010, 

hal. 32. 
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tidak hanya memenuhi unsur legal formal, tetapi juga mencerminkan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat.6Aspek yuridis berkaitan dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, aspek filosofis mencerminkan nilai keadilan, 

sedangkan aspek sosiologis melihat dampak putusan terhadap masyarakat luas. 

Namun demikian, penerapan pidana mati juga menimbulkan berbagai 

perdebatan, khususnya terkait dengan nilai kemanusiaan dan hak untuk hidup 

yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan 

pidana mati dalam sistem hukum pidana perlu dikaji secara kritis dengan 

mempertimbangkan tujuan pemidanaan, keadilan bagi korban, serta 

perlindungan terhadap hak asasi manusia7. Oleh karena itu, keberadaan pidana 

mati dalam sistem hukum pidana perlu dikaji secara kritis dengan 

mempertimbangkan tujuan pemidanaan, keadilan bagi korban, serta 

perlindungan terhadap hak asasi manusiamati tidak selalu efektif memberikan 

efek jera dan bahkan dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Karena itu, 

kajian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati menjadi 

penting untuk mengetahui bagaimana hakim memadukan antara norma hukum 

tertulis dengan nilai keadilan dan respons sosial dalam putusan yang dihasilkan. 

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang menarik perhatian masyarakat 

terjadi di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, 

                                                             
6 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

2007, hal. 136 
7 J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Bandung: Alumni, 

1979, hal.34 
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Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap 

seorang terdakwa bernama Sujito yang terbukti melakukan pembunuhan 

berencana terhadap dua orang jemaah salat Subuh di Musala Al-Manar yang 

berlokasi di Desa Kedungadem. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis 

Hakim Wisnu Widiastuti bersama dua hakim anggota, yaitu Hario Purwo 

Hantoro dan Achmad Fachrurrozi. Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan 

berencana serta penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan 

dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.8 

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, majelis hakim 

menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan perencanaan yang matang 

dan dilakukan pada saat para korban sedang menjalankan ibadah salat Subuh. 

Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia dan satu 

orang lainnya mengalami luka berat sehingga harus menjalani perawatan intensif. 

Adapun latar belakang terjadinya peristiwa tersebut berkaitan dengan konflik 

pribadi antara terdakwa dan korban, di antaranya terkait persoalan bantuan bagi 

anak yatim yang masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa serta 

sengketa tanah yang terjadi di antara mereka. Majelis hakim menilai bahwa 

alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan 

                                                             
 8Berita Kasus Pembunuhan Berencana di Musala Al-ManarKedungadem Bojonegoro 
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oleh terdakwa. Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebut juga 

menarik perhatian karena hukuman yang diberikan lebih berat dibandingkan 

dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya hanya menuntut pidana 

penjara seumur hidup. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam 

menjatuhkan putusan tersebut, antara lain perbuatan terdakwa menimbulkan 

keresahan di masyarakat, dilakukan di tempat ibadah ketika korban sedang 

menjalankan ibadah, serta mengakibatkan lebih dari satu korban meninggal 

dunia. Selain itu, terdakwa juga dinilai tidak menunjukkan rasa penyesalan 

selama proses persidangan berlangsung. Oleh karena itu, majelis hakim 

memandang bahwa pidana mati merupakan hukuman yang dianggap paling tepat 

untuk dijatuhkan kepada terdakwa. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan penelitian yang mendalam 

tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku 

tindak pidana pembunuhan berencana serta bagaimana penerapannya dalam 

praktik penegakan hukum di wilayah Bojonegoro. Penelitian ini penting untuk 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika 

pertimbangan hukum hakim dalam kasus yang memiliki implikasi hukum, etika, 

dan sosial yang luas. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 
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PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 459 KUHP (STUDI PUTUSAN 

NOMOR 117/PID.B/2025/PN BJN)”. 

B. Rumusan jMasalah j 

1. Bagaimana jhakim jdalam jmenjatuhkan jpidana jmati jterhadap jpelaku jtindak  

jpidana jPembunuhan jBerencana jdalam jPutusan jNomor j117/Pid.B/2025/PN 

jBjn? 

2. Apakah jpenjatuhan jpidana jmati jdalam jputusan jtersebut  jtelah jmencerminkan 

jpenerapan jprinsip jkeadilan jdan jtujuan jpemidanaan jdalam jhukum jpidana? 

C. Tujuan jPenelitian j 

1. Untuk jmengetahui jdan jmenganalisis jhakim jdalam jmenjatuhkan jpidana jmati 

jterhadap jpelaku jtindak jpidana jpembunuhan jberencana jdalam jPutusan jNomor 

j117/Pid.B/2025/PN jBjn. 

2. Untuk jmenganalisis japakah jpenjatuhan jpidana jmati jdalam jputusan jtersebut 

jtelah jsesuai jdengan jprinsip jkeadilan jdan jtujuan jpemidanaan jdalam jhukum 

jpidana? 

D. Manfaat jPenelitian j 

Adapun jkegunaan jpenelitian jini jmencakup jtiga jkegunaan, jsecara jteoritis, 

jpraktis jdan jmeteodologis, jyaitu: 
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1. Manfaat  jTeoritis 

Peneltian jini jdiharapkan jdapat jmenambah jwawasan jakademik jpertimbangan 

jhakim jdalam jpenerapan jpidana jmati jdan jmemberikan jGambaran jmengenai 

jkeselarasan jKeputusan jhakim jdengan jketentuan jhukum jpidana jyang jberlaku,  

jsehingga jmemperkuat  jteori jtentang jkeadilan jdan jproporsionalitas jhukuman. 

2. Manfaat  jPraktis 

Penelitian jini jbermanfaat jbagi jberbagai jpihak. jBagi jpraktisi jhukum jseperti 

jpengacara, jjaksa, jdan jhakim,  jpenelitian jini jmemberikan jpemahaman jlebih 

jmendalam jmengenai jalasan jdan jdasar jpertimbangan jhakim jdalam 

jmenjatuhkan jpidana jmati, jsehingga jdapat jdijadikan jacuan jdalam jpersidangan. 

jBagi jmasyarakat, jpenelitian jini jmemberikan jinformasi jtentang jproses 

jperadilan jpidana jserius jdan jcara jhakim jmenggunakan jpertimbangan jhukum 

jdalam jmenjatuhkan jputusan jberat, jsehingga jmeningkatkan jkesadaran jhukum 

jdan jkepercayaan jterhadap jsistem jperadilan. jSementara jbagi jpembuat 

jkebijakan, jhasil jpenelitian jini jdapat jmenjadi jbahan jevaluasi jpenerapan jpidana  

jmati jdan jmasukan juntuk jperbaikan jperaturan jatau jpelaksanaan jhukum jdi 

jIndonesia. 

3. Manfaat  jMetodologis 

Penelitian jini jjuga jmemberikan jmanfaat jmetodologis, jyaitu jsebagai jcontoh 

jpenerapan jmetode jnormatif jdalam jpenelitian jhukum jdengan jmenggabungkan  

janalisis jyuridis jterhadap jperaturan jdan jputusan jpengadilan.  jSelain jitu,  



10 
 

 
 

jpenelitian jini jdapat jmenjadi jpanduan jbagi jpenelitian jhukum jselanjutnya jyang 

jingin jmengkaji jpraktik jperadilan jmenggunakan jpendekatan jyang 

jmenggunakan jpendekatan jnormatif. 

E. Metode jPenelitian j 

1. Jenis jPenelitian 

Penelitian jini jmenggunakan jpenelitian jhukum jnormatif,  jyaitu jpenelitian jyang 

jdilakukan jdengan jmengkaji jperaturan jperundang-undangan, jteori jhukum, jdan 

jputusan jpengadilan jyang jberkaitan jdengan jpermasalahan jyang jditeliti.  

jPenelitian jhukum jnormatif jbertujuan juntuk jmenemukan jaturan jhukum, jprinsip 

jhukum, jdan jdoktrin jhukum jguna jmenjawab jisu jhukum jyang jdihadapi. jE. 

jSaefullah jWiradipradja jmenguraikan jbahwa, jpenelitian jhukum jnormatif 

jmerupakan j“penelitian jhukum jyang jmengkaji jnorma jhukum jpositif jsebagai 

jobyek jkajiannya”. jDalam jpenelitian jhukum jnormatif, jhukum jtidak jlagi 

jdipandang jsebagai jsebuah jhal jyang jbersifat  jutopia jsemata jtetapi jtelah 

jterlembaga jdan jtelah jditulis jdalam jbentuk jnorma,  jasas jdan jlembaga jhukum 

jyang jada. jPenelitian jhukum jnormatif jdisebut  jjuga jsebagai jpenelitian jhukum 

jdogmatik jyang jmengkaji, jmemelihara jdan jmengembangkan jbangunan jhukum 

jpositif jdengan jbangunan jlogika.9 

                                                             
9

 jE jSaefullah jWiradipra, jPenuntun jPraktis jMetode jPenelitian jDan jPenulisan jKarya jIlmiah 

jHukum j(Bandung jKeni jMedia, j2015), jhal j5. 



11 
 

 
 

2. Metode jPendekatan 

Dalam jpenelitian jini,  jpenulis jmenggunakan jmetode jpendekatan jyuridis 

jnormatif juntuk jmenganalisis jpertimbangan jhukum jhakim jdalam jmenjatuhkan 

jpidana jmati jterhadap jpelaku jtindak jpidana jpembunuhan jberencana. jMetode 

jpendekatan jyang jdigunakan jdijelaskan jsebagai jberikut: 

1. Pendekatan jPerundang-undangan j(statute japproach) 

Pendekatan jini jdilakukan jdengan jmenelaah jperaturan jperundang-undangan 

jyang jberkaitan jdengan jtindak jpidana. jMenurut jMaria jFarida jIndrati,  

jpendekatan jnormatif j“menekankan jpada jstudi jhukum jtertulis jsebagai 

jpedoman juntuk jmenilai jtindakan jhukum jdan jputusan jhakim’’.10 

2. Pendekatan jKonseptual j(conceptual japproach) 

Pendekatan jini jdilakukan jdengan jmenelaah jkonsep-konsep jhukum jterkait 

jpertimbangan jhakim, jpemidanaan, jdan jpidana jmati 

3. Pendekatan jKasus j(case japproach) j 

Pendekatan jini jdilakukan jdengan jmenganalisis jputusan jpengadilan jyang 

jmenjadi jobjek jpenelitian, jyakni jputusan jdari jPengadilan jNegeri 

jBojonegoro  jmengenai jtindak jpidana jpembunuhan jberencana jdengan jpidana 

jmati. jDengan jmenggabungkan jpendekatan-pendekatan jtersebut, jpenelitian 

                                                             
10

 jMaria jFarida jIndarti, jMeteodologi jPenelitian jHukum jNormatif, j(Jakarta jPranademedia 

Group,2019). jhal j2. 
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jini jdapat jmemberikan janalisis jyang jkomprehensif jmengenai jpertimbangan 

jhakim jdalam jpenjatuhan jpidana jmati. 

4. Sumber jBahan jHukum 

Dalam jpenelitian jini jpeneliti jmenggunakan jsumber jdan jbahan jhukum 

jsebagai jberikut: 

a. Bahan jHukum jPrimer 

Peraturan jperundang-undangan, jterutama jyang jberkaitan jdengan jtindak 

jpidana jpembunuhan jberencana jdan jprosedur jperadilan jpidana,  jantara 

jlain: jUndang-undang jNomor j1 jTahun j2023 jtentang jpembunuhan 

jberencana jKUHP, jUndang-undang jNomor j20 jTahun j2025 jtentang jalat  

jbukti jyang jsah jdan jperluasan jjenis jalat jbukti jdalam jsistem jperadialan 

jpidana, jputusan jPengadilan jNegeri jBojonegoro  jyang jmenjadi jobjek  

jpenelitian, jkhususnya jputusan jterkait  jpidana jmati jbagi jpelaku 

jpembunuhan jberencana. 

b. Bahan jHukum jSekunder 

Sumber jhukum jsekunder jdigunakan juntuk jmembantu jpenulis  

jmemahami jinterpretasi jdan jpenerapan jhukum, jberupa: jBuku-buku jteks 

jhukum jpidana jdan jhukum jacara jpidana, jartikel jilmiah, jjurnal jhukum,  

jmakalah, jdan jpenelitian jterdahulu jyang jrelevan, jpendapat jahli jhukum 

jatau jdoktrin jhukum jyang jmembahas jpertimbangan jhakim jdalam 

jpenjatuhan jpidana. 
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c. Sumber jHukum jTersier 

Sumber jhukum jtersier jdigunakan jsebagai jbahan jreferensi jpendukung,  

jyaitu: jEnsiklopedia jhukum, jkamus jhukum, jdan jpublikasi jresmi jterkait  

jhukum jpidana. jDengan jmenggunakan jketiga jjenis jsumber jini, jpenelitian 

jdapat jdilakukan jsecara jkomprehensif jsehingga janalisis jpertimbangan 

jhakim jdalam jputusan jPengadilan jNegeri jBojonegoro  jmenjadi jlebih 

jmendalam jdan jvalid. 

5. Proses jPegumpulan jBahan jHukum 

Dalam jpenelitian jini, jproses jpengumpulan jbahan jhukum jdilakukan jdengan 

jsistematis juntuk jmemperoleh jdata jyang jvalid jdan jrelevan jdengan jrumusan 

jmasalah. jProses jpengumpulan jbahan jhukum jdilakukan jmelalui jstudi 

jkepustakaan j(Library jResearch), jyaitu jmenelaah jberbagai jbuku jteks 

jhukum, jjurnal, jperundang-undangan, jdan jartikel jilmiah jyang jberkaitan 

jdengan jtindak jpidana jpembunuhan jberencana jdan jpertimbangan jhakim 

jdalam jmenjatuhkan jpidana. jTujuan jdari jtahap jini jadalah juntuk jmemahami 

jteori, jdoktrin, jdan jnorma jhukum jyang jmenjadi jdasar jputusan jhakim. 

6. Analisis jBahan jHukum 

Analisis jdata jatau jbahan jhukum jdalam jpenelitian jini jdilakukan juntuk 

jmenjawab jrumusan jmasalah jmengenai jpertimbangan jhakim jdalam 

jmenjatuhkan jpidana jmati jterhadap jpelaku jtindak jpidana jpembunuhan 

jberencana. jAnalisis jdilakukan jsecara jkualitatif jdengan jpendekatan 
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jnormatif,  jyaitu jdengan jmenggunakan jkajian jhukum jtertulis j(normatif).  

jDengan jmetode jini, jpenelitian jdapat jmemberikan jgambaran jkomprehensif 

jmengenai jpertimbangan jhakim, jbaik jsisi jhukum jtertulis jmaupun jpraktik 

jperadilan jdi jPengadilan jNegeri jBojonegoro. 

F. Sistematika jPenulisan jSkripsi 

Penulisan jskripsi jini jterbagi jmenjadi j4 jbab jyang jsetiap jbab jdibagi juntuk 

jmemudahkan jpemahaman jterhadap jhasil jpenelitian jini. jBerikut jkerangka jskripsi 

jini: 

BAB jI. jPENDAHULUAN 

Di jdalam jbab j1 jini jpeneliti jakan jmenjelaskan jtentang: jLatar jbelakang jmasalah,  

jRumusan jmasalah, jTujuan jpenelitian, jManfaat jpenelitian, jMetode jpenelitian,  

jAnalisis jbahan jhukum, jdan jSistematika jpenulisan jskripsi. 

BAB jII. jTINJAUAN jPUSTAKA 

Pada jbab j2 jini jpeneliti jmenjelaskan jtentang jkajian jteori jyang jberkaitan jdengan 

jpermasalhan jyang jakan jditeliti.  jKajian jteori jini jakan jmendasari jpenelitian jyang 

jakan jdilakukan 

BAB jIII. jHASIL jPENELITIAN jDAN jPEMBAHASAN 

Pada jbab j3 jini jberisikan jtentang jhasil jpenelitian jdan jpembahasan jatas jrumusan 

jmasalah jyang jpeneliti jbuat jyaitu: jBagimana jpertimbangan jhakim jdalam 

jpenjatuhan jpidana jmati jterhadap jpelaku jtindak jpembunuhan jberencana jdalam 

jputusan jnomor j117/Pid.B/2025/PN jBjn jdan jApakah jpenjatuhan jpidana jmati 
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jdalam jputusan jtersebut  jtelah jmencerminkan jpenerapan jprinsip jkeadilan jdan 

jtujuan jpemidanaan jdalam jhukum jpidana. 

BAB jIV. jPENUTUP 

Pada jbab jini jberisi jrangkaian jakhir jdari jpenelitian jyang jdilakukan, jpada jbab 

jpenutup jini jterdiri jdari jkesimpulan jdan jsaran 
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